WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 2¢ TAHUN 2019

TENTANG

GGARAAN REKLAME
JHAN YANG MAHA ESA

UBUKLINGGAU,

tah untuk menjamin iklim investasi
kepastian hukum, melindungi
emelihara lingkungan hidup;

salah satu media pengiklanan
vestor dan pengusaha di Kota
ingkatnya gairah investasi yang
adanya pedoman yang lebih
aturan izin penyelenggara
uan, pengawasan dan
aan, pengaturan dan
A pemasangan reklame

28 Tahun 2009
dan Peraturan
n 2017 tentang
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

intah Nomor 109 Tahun 2012 tentang
g-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
wbaran Negara Republik Indonesia
215, Tambahan Lembaran Negara
£ 5357) ;

Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Terpadu Satu Pintu;

Negeri Nomor 138 Tahun 2017
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

IZIN PENYELENGGARAAN
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6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP
adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap
penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

. Wewenang adalah penyerahan tugas, hak,
ngjawaban Perizinan dan Nonperizinan,
annya atas nama pemberi wewenang.

dalah penyerahan tugas, hak, kewajiban
pan  Perizinan Reklame, termasuk
s nama penerima wewenang.

dikeluarkan oleh pemerintah daerah
ah atau peraturan lainnya yang
as, menyatakan sah atau
atau badan untuk melakukan

buatan atau media yang
ragamnya untuk tujuan
rkenalkan, menganjurkan
orang, ataupun untuk
ang, jasa atau orang
t, dibaca, dan atau
suali yang dilakukan
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13.Izin Mendirikan Media Reklame yang selanjutnya disingkat IMMR
adalah izin untuk mendirikan atau membuat atau memasang

media /bangunan dalam rangka penyelenggaraan reklame dalam
wilayah Kota.

14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

15.1zin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat IPR
adalah izin menyelenggarakan reklame dengan jangka waktu
tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

16. Pemegang IPR adalah orang atau badan sebagai penyelenggara
reklame, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan orang lain.

17. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan,
pendirian, pemasangan, pembuatan reklame dan atau media
reklame pada lokasi yang hendak didirikan reklame dan/atau

eklame oleh penyelenggara reklame.

perorangan atau badan hukum

ame baik untuk dan atas namanya
a8 nama pihak lain yang menjadi

reklame adalah permohonan
badan kepada Walikota untuk
n kota.

tau Biro Reklame adalah badan
enyelenggaraan Reklame atau
namanya sendiri atau untuk
adi tanggung jawabnya yang
gan ketentuan peraturan

at u konstruksi bangunan
at sebagai tempat
reklame dalam

rgunakan untuk
tanah terbuka,
au jalan dan

- . g i pun dan
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Izin Penyelenggaraan Reklame diselen
a. kepastian hukum;

b. keterbukaan;

C. partisipasi masyarakat;

d. akuntabilitas;

e. kepentingan umum;

f. profesionalisme;

g. kesamaan hak, dan

h. keseimbangan hak dan kewajiban.

Pasal 3

(1) Iﬂn ~yang diatur dalam Peraturan ini didasarkan pada urusan
ool n Pemerintahan Kota.

-pengaturan Izin Penyelenggaraan Reklame

Tizina dilakukan penyederhanaan dan

Reklame dimaksudkan untuk

an, pengendalian, pembinaan
tan menata, mengatur dan
e di Kota.

ijan, pembinaan dan
ayat (1) bertujuan
) benkan perlindungan
reklame dan
serta

- LT
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(4

. reklame papan/ billboard dan sejenisnya;
. reklame kain;
. reklame melekat, stiker;

reklame selebaran,;

reklame berjalan, termasuk pada kendaraan baik kendaraan
roda dua, roda tiga, roda empat atau lebih;

g. reklame udara;

h. reklame apung;
i. reklame suara;
j-
k.

-0 a0 o

reklame film/ slide; dan
reklame peragaan.

(2) Dikecualikan sebagai objek IPR dan/atau IMMR adalahi : '
a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio,
warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan
sejenisnya;
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang
iperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari

diperc

oleh Pemerintah atau
yang menyelenggarakan reklame
me di Kota wajib memiliki IPR
a dimaksud pada ayat (1)

dimaksud pada ayat (1)
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' (4) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang
untuk jangka waktu yang sama pada tahun berikutnya.

Pasal 8

(1) IMMR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),
dipergunakan untuk pendirian media reklame.

(2) IMMR diberikan kepada penyelenggara media reklame dengan
jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
untuk jangka waktu yang sama pada tahun berikutnya.

(3) IMMR diberikan kepada penyelenggara media reklame selama
tidak ada perubahan ukuran, isi dan bentuk pada media reklame
tersebut.

(" _ Pasal 9
' u dan/atau perpanjangan sebagaimana
ayat (1), harus diajukan sebelum

lan/atau sebelum masa berlakunya

atau perpanjangan sebagaimana
dengan menggunakan Surat
Reklame yang diisi secara
ditanda tangani oleh pemohon
a olehnya.

ame yang yang memerlukan
gajukan IMMR kepada

imana pada ayat (2),
Jjjuan, terlebih dahulu
comendasi dari Tim

ngan tim teknis
nohon IPR yang
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a isi :
) mengisi formulir Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan

Reklame secara benar, jelas, lengkap dan ditanda tangani
pemohon serta di cap/ stempel;

b) melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
pemohon;

¢) menyediakan materai Rp. 6.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;

d) membuat denah lokasi rencana penyelenggaraan reklame,
beserta keterangan ukuran jarak secara jelas dan terperinci;

e) melampirkan desain, bentuk, jenis, warna, dan isi (ukuran,
jenis produk, tulisan dan gambar) reklame secara lengkap dan
jelas;

f) melampirkan photo materi reklame;

g) perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame membuat
MOU /Perjanjian pendirian media reklame dengan Dinas dan
melampirkan surat jaminan konstruksi reklame yang luas
bidang lebih dari 12 (dua belas) meter persegi atau yang
-bemslko tcrhadap keselamatan orang lain;

| : urat Kuasa apabila pemohon penyelenggara
n kepada pihak lain yang ditunjuk oleh

nyataan tentang pertanggung jawaban
o/akibat yang terjadi dan sanggup
ganti kerugian yang diakibatkan oleh
tersebut; dan

etujui, pemohon melampirkan bukti
e dan sewa tanah untuk lahan yang

11
tidak dapat dipindah tangankan
oleh penyelenggara reklame

au IMMR akan dilakukan

Reklame tidak boleh
dan/atau titik IPR
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b. perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame tidak
melaksanakan penyelenggaraan reklame dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari setelah ditetapkannya IPR;

c. perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame
mengalihkan dan/atau memindah tangankan IPR.

Pasal 13

(1) Media reklame harus dibongkar apabila IPR berakhir dan
dinyatakan tidak berlaku.

(2) Media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diambil dan dibersihkan oleh Perusahaan Jasa Periklanan
dan/atau Biro Reklame paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal
pembongkaran.

(3) Pembongkaran reklame beserta medianya dapat dilakukan tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu, apabila penyelenggara reklame
atau pemilik media reklame tersebut tidak mempunyai izin atau
habis masa izinnya atau melanggar ketentuan yang ada dalam

e sebagaimana dimaksud pada
1 media reklame menjadi milik

aimana dimaksud pada ayat
diambil dan dibersihkan oleh
Periklanan dan/atau Biro
edianya akan menjadi milik

ame dimaksud harus
eknis Perizinan dan
reklame dan
tuan peraturan
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(2) Walikota menetapkan lokasi dan/atau kawasan tertentu yang
diperbolehkan atau dilarang untuk penyelenggaraan reklame.

Pasal 15

(1) Penyelenggara reklame atau Perusahaan dJasa Periklanan
dan/atau Biro Reklame dapat menyusun naskah reklamenya
dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing yang baik dan
benar.

(2) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan/atau naskah
reklame yang menggunakan Bahasa Asing harus diterjemahkan
dalam bahasa Indonesia, ditulis pada bagian bawahnya dengan
memakai huruf latin.

(3) Bahasa Asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan/atau
merek dagang yang merupakan cabang dan/atau paten dari luar
negeri masih tetap dapat dipergunakan.

Pasal 16

. dan keindahan kota Walikota
bebas penyelenggaraan reklame
‘peraturan perundang-undangan

Lokasi dan kawasan bebas
a dimaksud pada ayat (1)
ta.

perjalan secara tertib,
1 estetika dan sesuai
an dengan norma
ketentraman dan
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bagian sudut kanan bawa dari ruang reklame yang mudah
dilihat;

c. melaporkan apabila ada perubahan materi reklame dengan
tanpa ditarik pajak kembali sepanjang masa pajak materi
dan/atau isi reklame yang terdahulu berlaku;

d. membongkar reklame beserta media reklame segera setelah
berakhirnya IPR yang tidak diperpanjang masa berlakunya atau
setelah IPR nya dicabut paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender sejak berakhirnya IPR;

e. menanggung segala akibat yang merugikan pihak lain atas
Penyelenggaraan Reklame dan Pendirian Media Reklame.

(2) Jika Perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Walikota melalui Dinas berhak mencabut IPR dan/atau IMMR
berikut r gkar | e dan media reklamenya.

(3) Hasil HERIEERE R . 1i rcklame scbagaimana
in 1d pada ayat (2 nilik Pemerintah Kota.

Biro Reklame dilarang
dari Pemerintahan
tanpa izin dan/atau
pendidikan,
sakit atau
sejarah, dan

dilarang

s umbul-
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(2) Jika Perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Walikota melalui Dinas berhak mencabut IPR dan/atau IMMR
berikut membongkar reklame dan media reklamenya

Pasal 20

(1) Perusahaan Jasa Periklanan dan /atau Biro Reklame, harus
mengadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan ini Paling
lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan ini.

(2) Izin yang telah terbit sesudah berlakunya Peraturan ini masih
tetap berlaku sampai dengan batas waktu masa perizinan
- berakhir.

BAB IV
g PENUTUP

sal 21

pada tanggal diundangkan.

yya, memerintahkan pengundangan
:nempatannya dalam Berita Daerah

di Lubuklinggau

L \9 Dtn‘, 9.0? 2019

) LUBUKLINGGAU
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